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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Blitar tahun 2024 menjadi salah satu contoh
nyata kompleksitas demokrasi lokal yang diwarnai oleh dinamika politik dan sengketa
hasil.  Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 melalui perspektif sosio-legal, yaitu pendekatan yang
tidak hanya menelaah aspek yuridis formal, tetapi juga mengaitkan hukum dengan
konteks sosial politik yang melatarbelakanginya. Rumusan masalah penelitian ini
adalah: (1) bagaimana dinamika sosial politik Pilkada Kota Blitar 2024 yang
memunculkan sengketa, dan (2) bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif
dengan jenis penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik lokal ditandai oleh tudingan
praktik politik uang, pelanggaran alat peraga kampanye, serta perbedaan persepsi
terhadap efektivitas pengawasan Bawaslu. Paslon 1 menekankan isu politik uang
sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip LUBER JURDIL, sementara Paslon 2 dan
KPU menekankan kepatuhan prosedural dan transparansi tahapan. Perbedaan narasi ini
memperlihatkan bahwa hukum dipahami sebagai arena kontestasi politik, di mana
aktor menafsirkan aturan sesuai kepentingan masing-masing. Dalam aspek
pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi konsisten menempatkan kepastian hukum
sebagai prinsip utama. Permohonan Paslon 1 dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard). Dengan demikian, Mahkamah tidak memeriksa pokok perkara
terkait dugaan politik uang maupun permintaan diskualifikasi Paslon 2. Putusan ini
sejalan dengan pola MK dalam perkara sebelumnya, di mana syarat formil dianggap
sebagai fondasi utama untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan.
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The Regional Head Election (Pilkada) of Blitar City in 2024 became a clear example
of the complexity of local democracy, marked by political dynamics and electoral
disputes. This study examines Constitutional Court Decision Number
141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 through a socio-legal perspective, an approach that not
only analyzes formal juridical aspects but also connects law with the socio-political
context behind it. The research questions are: (1) what were the socio-political
dynamics of the 2024 Blitar City Pilkada that led to the dispute, and (2) what were the
Constitutional Court’s legal considerations in deciding the case. The study employs a
qualitative method with an empirical juridical research type.

The findings show that local political dynamics were characterized by allegations of
vote-buying practices, violations of campaign tools, and differing perceptions of
Bawaslu’s supervisory effectiveness. Candidate Pair 1 emphasized vote-buying as a
serious violation of the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair
elections (LUBER JURDIL), while Candidate Pair 2 and the KPU emphasized
procedural compliance and transparency in the stages. These contrasting narratives
illustrate that law is understood as a political arena, where actors interpret rules
according to their respective interests. In terms of legal considerations, the
Constitutional Court consistently placed legal certainty as the main principle. The
petition of Candidate Pair 1 was declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard).
Consequently, the Court did not examine the substance of the case related to allegations
of vote-buying or the request to disqualify Candidate Pair 2. This decision aligns with
the Court’s previous rulings, where formal requirements are considered the
fundamental basis for maintaining the legitimacy of election results.
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